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ABSTRACT

Public services are a crucial instrument for realizing public welfare through
the provision of services that are fast, easy, transparent, and oriented to community
needs. However, optimizing public services at the village level still faces various
obstacles that affect service quality and efforts to improve public welfare. This study
aims to analyze public service optimization, identify the obstacles faced, and
analyze the solutions implemented by the Pucung Village Government to improve
public welfare.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data
collection techniques were carried out through Interviews, Observations and
Documentation Studies, followed by analysis through data reduction, data
presentation, and drawing conclusions.

The research results show that optimizing public services in Pucung Village
is carried out through simplifying administrative services, utilizing information
technology, structuring land administration, increasing the capacity of civil
servants, and strengthening public information transparency and service
accountability. These services contribute to improving community welfare in the
economic, social, cultural, and psychological dimensions. Obstacles faced include
limited human resources, gaps in access and digital literacy, limited infrastructure,
land administration constraints, and less than optimal accuracy of welfare data. To
overcome these challenges, the Pucung Village Government is strengthening the
capacity of civil servants and providing community assistance, developing
technology-based service innovations, building adaptive infrastructure,
strengthening cross-agency coordination, and verifying and updating welfare data.
Thus, optimizing public services in Pucung Village contributes to improving
community welfare by improving service quality and strengthening various aspects
of development at the village level.

Keywords: Public Service Optimization, Community Welfare, Land Administration,
Digital Services, Pucung Village
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah
dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjamin hak-hak
warga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Kualitas pelayanan publik tercermin
melalui  kemudahan akses, kejelasan prosedur, kepastian waktu,
transparansi, serta akuntabilitas penyelenggara pelayanan (Hasim,
2025:50). Pelayanan publik yang dikelola secara efektif tidak hanya
berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat, tetapi juga berperan
strategis dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat secara berkelanjutan (Deni, 2025:123). Pada tingkat desa atau
kalurahan, pelayanan publik memiliki posisi yang sangat penting karena
merupakan garda terdepan pemerintah yang berinteraksi langsung dengan
masyarakat. Optimalisasi pelayanan publik di tingkat kalurahan dapat
mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperkuat
efektivitas program pembangunan, serta berkontribusi terhadap
peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik di tingkat desa atau kalurahan masih menghadapi sejumlah
tantangan. Tuaputimain & Palijama (2024:12), menemukan bahwa
keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pelayanan, dan lemahnya
koordinasi antarlembaga masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan
pelayanan publik yang optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum
maksimalnya kontribusi pelayanan publik terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian
yang dilakukan oleh Cahyani (2025:85) dalam implementasi pelayanan
publik berbasis inovasi dan teknologi dengan mengkaji konsep smart

governance sebagai pola perilaku penyelenggaraan tata kelola



pemerintahan yang menekankan pada kecepatan, efektivitas, efisiensi,
responsivitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola
pemerintahan belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal di tingkat
kalurahan. Studi tersebut menelaah implementasi smart governance di
Kalurahan Ngloro, Kabupaten Gunungkidul, dan menemukan bahwa
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain
keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM serta rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan layanan digital. Hal ini
menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik perlu disertai dengan
penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat agar memberikan dampak
nyata bagi kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan kondisi
terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat yang mencakup aspek ekonomi,
sosial, keamanan, serta akses terhadap berbagai layanan publik. Todaro &
Smith (2010) menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya
ditentukan oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh kualitas institusi publik
serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang efektif dan
responsif. Pelayanan publik yang efektif dapat meningkatkan efisiensi
aktivitas masyarakat melalui kemudahan memperoleh layanan administrasi
maupun akses terhadap berbagai program pemerintah, hal ini dapat menjadi
instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan layanan yang menjamin kepastian, kemudahan, serta
perlindungan hak-hak masyarakat yang mampu meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bentuk
pelayanan publik yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan
masyarakat adalah pelayanan administrasi pertanahan.

Administrasi pertanahan memiliki peran strategis dalam menjamin
kepastian hukum hak atas tanah, mencegah konflik pertanahan, serta
mendorong pemanfaatan tanah sebagai sumber daya ekonomi masyarakat.
Pelayanan pertanahan yang cepat, transparan dan akuntabel seperti

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali menjadi faktor penting yang dapat



memberikan rasa aman kepada masyarakat serta meningkatkan nilai
ekonomi tanah yang dimiliki (Esdarwati, 2021:42). Sebaliknya,
administrasi pertanahan yang tidak tertib berpotensi menimbulkan sengketa
tanah, ketidakpastian hukum, serta menghambat aktivitas ekonomi
masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan administrasi pertanahan yang
optimal merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang
berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hermawan
(2025:1213) menegaskan bahwa dalam mengimplementasikan pelayanan
pertanahan masih menghadapi beberapa kendala seperti birokrasi pelayanan
yang belum sepenuhnya efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang
belum merata, serta rendahnya literasi digital masyarakat turut
memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Tertib
administrasi pertanahan di tingkat kalurahan berperan sebagai fondasi awal
dalam sistem pendaftaran tanah nasional.

Kondisi tersebut juga tercermin di Kalurahan Pucung, Kapanewon
Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Pemerintah Kalurahan Pucung telah
melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik, antara
lain melalui penerapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal),
serta penyediaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui
kanal digital, termasuk hotline bagi warga yang tinggal di padukuhan
terpencil (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2023). Keberhasilan upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalurahan Pucung juga tercermin
dari pengakuan atau penganugerahaan yang diterima dalam bidang
pelayanan publik salah satunya yaitu keterbukaan informasi publik
(Pemerintah Kalurahan Pucung, 2021). Penganugerahaan tersebut
menunjukkan bahwa Kalurahan Pucung telah memenuhi standar kualitas
transparansi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Penghargaan yang diterima oleh pemerintah kalurahan dipahami sebagai
bentuk legitimasi atas keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang

berorientasi pada penciptaan nilai publik dan diharapkan kalurahan dapat



menjadi lebih maju dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Kalurahan
Pucung terus berupaya mengoptimalkan berbagai bentuk pelayanan publik
sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
pelayanan administrasi, digitalisasi, serta transparansi pemerintahan. Upaya
ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa badan publik wajib
menyediakan dan membuka akses informasi secara cepat dan tepat serta
bertujuan  untuk meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.

Optimasi pelayanan publik di Kalurahan Pucung tidak hanya
berfungsi sebagai mekanisme administratif pemerintahan, tetapi juga
berperan sebagai pendukung utama (enabler) bagi berbagai program
pembangunan yang secara langsung menyentuh kesejahteraan ekonomi dan
sosial masyarakat. Sinergi antara pelayanan publik dan program
pembangunan tersebut tercermin dalam beberapa kegiatan strategis yang
dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan. Pertama, dalam upaya mendukung
ketahanan pangan, Pemerintah Kalurahan Pucung mengalokasikan Dana
Desa (DD) untuk berbagai program yang bertujuan meningkatkan
produktivitas sektor pertanian masyarakat yang dianggarkan dalam
pembangunan Jaringan Usaha Tani (JUT) serta pemberian bantuan bibit
tanaman kepada petani (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022). Pelayanan
publik yang efisien dan responsif memastikan bahwa proses perencanaan,
penyaluran anggaran, serta distribusi bantuan dapat dilaksanakan secara
tepat waktu dan tepat sasaran sehingga memberikan kontribusi langsung
terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan masyarakat.

Kedua, dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan kesehatan,
Pemerintah Kalurahan Pucung juga melaksanakan berbagai kegiatan yang
mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pelaksanaan
Rembug Stunting serta pengoptimalan peran Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (TKPKKal) (Pemerintah

Kalurahan Pucung, 2024). Pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan



adanya pelayanan publik yang bersifat proaktif dan kolaboratif dalam
mempermudah akses masyarakat terhadap program penanggulangan
kemiskinan, pelayanan kesehatan dasar, serta berbagai bentuk
pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran, Pemerintah
Kalurahan Pucung melaksanakan proses perencanaan pembangunan
melalui mekanisme musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal) serta publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal) kepada masyarakat (Pemerintah Kalurahan Pucung,
2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut
tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
kalurahan, tetapi juga menjadi modal sosial penting dalam mendukung
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain berkaitan dengan peningkatan produktivitas pertanian,
pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut juga memiliki keterkaitan
erat dengan aspek administrasi pertanahan. Tanah sebagai sumber daya
utama dalam kegiatan pertanian memerlukan pengelolaan administrasi yang
tertib serta kepastian hukum yang jelas agar dapat dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakat. Administrasi pertanahan yang baik di tingkat
kalurahan, seperti pencatatan riwayat tanah, penerbitan surat keterangan
tanah, serta fasilitasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah, berperan
penting dalam mendukung pemanfaatan lahan pertanian secara produktif.
Kepastian hukum atas tanah tidak hanya memberikan rasa aman bagi
masyarakat dalam mengelola lahan pertanian, tetapi juga meningkatkan
nilai ekonomi tanah serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan
tanah secara lebih produktif (Khair & Assyahri, 2024:57). Pelayanan
administrasi pertanahan yang optimal menjadi bagian integral dari
pelayanan publik di kalurahan yang turut mendukung keberhasilan program

ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Kualitas pelayanan publik di Kalurahan Pucung belum sepenuhnya
optimal. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: (1) Keterbatasan
pemanfaatan digitalisasi layanan oleh sebagian masyarkat, terutama yang
tinggal di pedukuhan terpencil. Di Kalurahan Pucung sudah terdapat inovasi
pelayanan berbasis digital seperti SiRamah (Siap Antar ke Rumah-rumah),
namun pemanfaatannya oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal,
dikarenakan keterbatasan literasi digital, akses teknologi, serta kebiasaan
masyarakat yang masih cenderung menggunakan pelayanan konvensional
(Pemerintah Kalurahan Pucung, 2021). Penelitan Widiasanti (2025:19631)
memperkuat kendala ini dengan menunjukkan bahwa meskipun penetrasi
internet meningkat, kesenjangan akses dan kemampuan di pedesaan dan
perkotaan masih besar dengan persentasi pada daerah perkotaan mencapai
69,5% sedangkan daerah pedesaan hanya sebesar 30,5%, schingga
kesenjangan ini menandakan bahwa tidak semua lapisan masyarakat
memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital yang dapat
menghambat partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan; (2)
Kendala dalam pelayanan administrasi pertanahan, seperti adanya
tunggakan permohonan sertipikat tanah (Putri & Nugroho, 2025).
Contohnya, terdapat beberapa tanah yang belum bersertipikat pada saat ada
pelaksanaan PTSL di Kalurahan Pucung, dikarenakan terdapat beberapa
warga yang tinggalnya diluar daerah Pucung sehingga persyaratan untuk
layanan PTSL tidak seluruhnya dipenuhi (Pemerintah Kalurahan Pucung,
2021); (3) koordinasi dan kapasitas pelayanan yang terus diupayakan untuk
diperkuat karena terbatasnya SDM (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2025);
(4) Akses informasi yang belum merata meskipun sudah tersedia media
digital dan publikasi anggaran, seperti penelitian mengenai Sistem
Informasi Desa (SID) di Gunungkidul menjelaskan bahwa sistem ini
dikembangkan untuk mengatasi terbatasnya akses masyarakat terhadap
informasi dan minimnya fasilitas informasi di desa, hal ini menunjukkan
bahwa sebelum dan selama implementasi sistem digital desa, akses

informasi masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki



(Nilawati, 2019:171); dan (5) Efektivitas pelayanan publik dalam
menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat, terutama terkait ketahanan
pangan, kesenjangan sosial akuntabilitas pengelolaan anggaran kalurahan
dan layanan dasar lainnya masih perlu ditingkatkan, pemerintah Kalurahan
Pucung memang telah mengalokasikan 20% dana desa untuk program
ketahanan pangan, misalnya pembangunan jalan usaha tani dan bantuan
bibit tanaman (Pemerintah Kalurahan Pucung, 2022).

Tingkat kesejahteraan masyarakat di  wilayah Kabupaten
Gunungkidul masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, tingkat
kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 masih berada pada
kisaran sekitar 14.15%, yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat
masih berada pada kondisi sosial ekonomi yang relatif rentan. Selain itu,
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul pada tahun
2023 tercatat sekitar 71.46, yang meskipun mengalami peningkatan
dibandingkan tahun sebelumnya, masih menunjukkan perlunya upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sosial untuk
mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik,
termasuk pelayanan administrasi pertanahan, menjadi penting dalam
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Nugroho (2023:1186) mengemukakan bahwa pada tahun 2022,
masyarakat bersama Pemerintah Kalurahan Pucung berusaha melakukan
berbagai upaya untuk mengembangkan Kalurahan Pucung menjadi desa
yang “MANDARA” (Mandiri, Damai dan Sejahtera). Upaya tersebut
mencakup optimasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah
Kalurahan Pucung dan telah memberikan dampak nyata terhadap kehidupan
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kalurahan Pucung
secara eksplisit menetapkan visi pembangunan sebagai Kalurahan
“Mandiri, Damai, dan Sejahtera (MANDARA)”. Dalam rangka

mewujudkan visi tersebut, optimalisasi pelayanan publik menjadi aspek



yang sangat strategis, khususnya pada pelayanan administrasi umum,
layanan pertanahan, pelayanan berbasis teknologi informasi, serta
pelayanan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat seperti
program ketahanan pangan dan pemberdayaan sosial (Rikardus, 2025:304).

Melalui berbagai permasalahan tersebut, dapat dipahami bahwa
optimalisasi pelayanan publik tidak hanya berkaitan dengan peningkatan
kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki
keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
kemudahan akses pelayanan, kepastian hukum, keterbukaan informasi,
peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan terhadap aktivitas sosial
dan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sejauh mana optimalisasi
pelayanan publik tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kalurahan masih
memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian
besar penelitian masih berfokus pada aspek pelayanan publik secara parsial,
seperti kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, atau digitalisasi layanan,
dan belum mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara optimasi
pelayanan publik termasuk pelayanan pertanahan dengan peningkatan
kesejahteraan masyarakat di tingkat kalurahan. Penelitian ini tidak hanya
mengidentifikasi bentuk-bentuk optimasi pelayanan publik, tetapi juga
menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang dilihat melalui dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.
Selain itu, kajian empiris yang secara khusus menelaah kondisi pelayanan
publik di Kalurahan Pucung masih sangat terbatas. Dengan demikian,
penelitian berjudul “Optimasi Pelayanan Publik untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon
Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)” menjadi relevan dan memiliki
kebaruan dengan pendekatan yang mengintegrasikan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat dalam konteks pemerintahan kalurahan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana optimasi pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelayanan publik untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul?

3. Apa solusi yang diterapkan oleh Pemerintah Kalurahan Pucung pada
optimasi pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari
penelitian ini dilakukan untuk:

a. Mendeskripsikan optimasi pelayanan publik yang diterapkan oleh
Pemerintah Kalurahan Pucung dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

b. Mengidentifikasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan
pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di
Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul;

c. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan
Pucung dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik dan
mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1) Bagi Kementerian ATR/BPN
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan
bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan ~ Nasional = (ATR/BPN) dalam  upaya



2)

3)

4)

meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, khususnya
melalui penguatan peran pemerintah kalurahan dalam tertib
administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas aparatur,
serta pengembangan pelayanan yang efektif, transparan, dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan di
bidang pelayanan publik dan pertanahan, khususnya
mengenai optimasi pelayanan publik di tingkat kalurahan
serta keterkaitannya dengan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
ilmiah bagi kegiatan pembelajaran dan penelitian
selanjutnya di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional (STPN).

Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

Memberikan rekomendasi konkret bagi Pemerintah
Kalurahan Pucung sebagai bahan evaluasi dan masukan
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta
sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi
optimasi pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai
sarana untuk mengembangkan kemampuan akademik dan
analisis ilmiah dalam bidang pelayanan publik, khususnya
terkait optimasi pelayanan publik serta keterkaitannya
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat

desa/kelurahan.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimasi
pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan
Pucung, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Optimasi pelayanan publik di Kalurahan Pucung
Optimasi pelayanan publik di Kalurahan Pucung dilakukan
melalui penyederhanaan prosedur pelayanan administrasi, peningkatan
kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, penataan
administrasi pertanahan melalui program PTSL, serta meningkatnya
keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pemerintahan.
2. Kendala dalam Pelayanan Publik di Kalurahan Pucung

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik pada masyarakat yang
masih  memerlukan  pendampingan, maupun peningkatan
kompetensi aparatur secara berkelanjutan.

b. Kesenjangan akses dan literasi digital, terutama pada masyarakat
lanjut usia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan yang relatif
rendah.

c. Keterbatasan infrastruktur akibat kondisi geografis kawasan karst
yang memengaruhi akses pelayanan dan pembangunan.

d. Kendala pelayanan administrasi pertanahan yang dipengaruhi status
tanah, keberadaan ahli waris di luar daerah serta kewenangan lintas
instansi.

e. Belum optimalnya akurasi data kesejahteraan, sehingga
memengaruhi ketepatan penyaluran bantuan sosial.

3. Solusi Pemerintah Kalurahan Pucung dalam mengatasi kendala
pelayanan publik

a. Penguatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan,
serta sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan literasi digital

masyarakat.
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b. Pengembangan inovasi layanan berbasis teknologi melalui
optimalisasi SID, SiRamah, IKD, serta rencana pengembangan
anjungan pelayanan mandiri.

c. Adaptasi pelayanan dan Pembangunan infrastruktur melalui
penyediaan WiFi, pembangunan Jalan Usaha Tani, peningkatan
akses jalan dan pelayanan yang tetap menjangkau kelompok rentan.

d. Penguatan koordinasi lintas instansi dalam pelayanan administrasi
pertanahan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan.

e. Peningkatan akurasi data kesejahteraan melalui pendataan,
verifikasi dan pemutakhiran data kesejahteraan, serta koordinasi
antar instansi untuk mendukung ketepatan penyaluran bantuan

sosial.

B. Saran
1. Pemerintah Kalurahan Pucung

a. Menyusun standar evaluasi pelayanan publik secara berkala melalui
survei kepuasa masyarakat atau mekanisme umpan balik (feedback)
sehingga kualitas pelayanan dapat terus dipantau dan disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat.

b. Mengembangkan integrasi pelayanan berbasis digital dan pelayanan
tatap muka (hybrid service) agar seluruh kelompok masyarakat,
khususnya lansia dan masyarakat dengan keterbatasan akses
teknologi, tetap memperoleh pelayanan yang mudah dan inklusif.

c. Mengoptimalkan potensi kawasan wisata Wotawati sebagai sumber
Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) dengan memperkuat

pengelolaan, promosi, dan pemberdayaan masyarakat sehingga
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mampu mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

a. Memperkuat integrasi data dan koordinasi antarinstansi dalam
pelayanan administrasi pertanahan serta pemutakhiran data
kesejahteraan agar proses pelayanan menjadi lebih efektif dan
mengurangi permasalahan administratif yang berada di luar
kewenangan pemerintah kalurahan.

b. Memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan terhadap
pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal pada
wilayah dengan karakteristik geografis khusus, seperti kawasan
karst, sehingga pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
dapat meningkat secara merata.

3. Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian komparatif
pada beberapa kalurahan dengan karakteristik yang berbeda agar
diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

b. Mengembangkan penelitian menggunakan pendekatan mixed
methods atau kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat, efektivitas inovasi pelayanan publik, serta besarnya
pengaruh pelayanan publik terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat.
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